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BUPATI BOALEMO
_ PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
| NOMOR (84 TAHUN 2019

TENTAN G

| f, ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
| | ' KABUPATEN BOALEMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

| Memmbang a. bahwa dalam rangka perbalkan organisasi, ketatalaksanaan o

dan kepegawalan yang berba31s pada kmer_]a dlbutuhkan

uraian anahsa Jabatan pada setiap Jabatan untuk

i bibA :“__ B : )({ | mewujudkan pegawai negen Slpll yang profesmnal berdaya
HBA JM& B guna dan barhasil guna; -
AN“”*“" ni k b. bahwa untuk menentukan formasi Jabatan permgkat‘ _
: jabatan dan evaluasi jabatan perlu dilakukan Analisis Beban
i &L\uisﬁc«é fKer_]a ‘ Lo : s |

Era , € ‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dxmaksud ”
@ﬁ%g Hgiw ' dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
\/‘ ~ Bupat1 Boalemo tentang Anah31s Jabatan dan Analisis

Beban Kelja ‘pada Dinas Transnngra31 dan Tenaga Kex]a

SEKBA 1 i g e ](abupaten Boalemo NI ; : :
AS{»‘, “ rxeﬁ“gﬁg rIndang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
;o : L - -Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indones1a,
KABAGHUKUM | { ~ Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Repubhk*‘

ndones1a Nomor 3899), sebagalmana telah di ubah dengan
.- Undang —'-kUndang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan




‘Atas Undang —~ Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Repubhk .

‘Indonesm Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965); - ;
2. ’Undang-Undang Nomor 12 'I‘ahun 2011 tentang Pembentukan
~ Peraturan Pemndang—Undangan (Lembaran Negara Republik
~ IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
: Repubhk Indonesia Nomor 5234),
‘3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
S ‘Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema
‘ - Nomor 5494), Lo ‘
| , 4 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
' Daerah (Lembaran Negara Republik = IndonesiaTahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20 15’
 Nomor 58, Tambahan = Lembaran ‘Negara Republik
Indones1aNomor 5679); | ‘ | |
5. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
4 y ’Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun |
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun - v_

2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

‘ Indonesia Nomor 6037); , , :
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman

~ Analisis jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi - B1rokras1 Nomor 41 Tahun 2018 tentang p

', : Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawa1 Negen Sipil di
‘ ngkungan Instansi Pemenntah (Benta Negara Republik
" Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);




9

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang,
' Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk

_ Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dlubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120. Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang ‘Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor
157); ’

: , 10. Peraturan Kepala Badan Kepegaweuan Negara Nomor 12 Tahunf :

S Ménetapkah :

11

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

- tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

12,

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 20 16 Nomor
S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor
302); ,

Peraturari ‘Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

' Ker]a Dinas Trans:mgras; dan Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 585);

MEMUTU SKAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS TRANSMIGRASI ~DAN TENAGA KERJA
. KABUPATEN BOALEMO ¢

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

c Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan

5 1.  Daerah adalah Kabupaten Boalemo

: 2. Pemenntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemenntahan oleh

e ~f'pemer1ntah daerah dan dewan perwakllan rakyat daerah menurut asas

otonom dan tugas pembantuan dengan pr1n81p otonomi seluas-luasnya

- dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesla

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 - ‘



:Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur penyelenggara o

pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan ﬁ
yang menjadi kewenangan daerah otonom. ‘ ,
Perangkat Daerah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan Perwakﬂan Rakyat

Daerah dalam peneyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

| kcwenangan daerah.
i Bupat1 adalah Bupati Boalemo
| Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Boalemo.
' Staf Ahli adalah unsur pernbantu Bupau yang melaksanakan tugas dan
| fung31 dﬂuar tugas dan fungsi perangkat daerah. ,
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah Pegawai
: Negeri Slpll di ngkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Boalemo
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
~ wewenang, dan hak seorang pegawal negeri 31p11 dalam suatu organisasi
o Negara ‘

| . 10. Jabatan lepman nggl adalah sekelompok Jabatan t1ngg1 pada instansi

i pemermtah

11

© 13,

Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Adrmmstrator, Jabatan

L Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12

Jabatan Admmlstrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
‘ kdalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan pubhk
- serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

"Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,

o tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawax Negen Sipil dalam

rangka mengendahkan pelaksanaan kegiatan yang dllakukan oleh pejabat

i | pelaksana.
14

Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas '

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawali Negen Sipil dalam
"rangka melaksanakan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasx
Gy "_pemermtahan dan pembangunan ,

15,

‘Jabatan Fungsmnal adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan,
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsxonal yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampllan tertentu ~dan kenaikan pangkatnya

' ~dusyaratkan dengan angka kredit.




16.

? Anahs1s Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan

£ data jabatan yangdlolah menjad1 informasi jabatan;

1T,

| An31131s Beban Kerja adalah suatu teknik manajmen yang dllakukan

& secara sistematis untuk memperoleh 1nforma31 mengenal tlngkat'

e efekt1v1tas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja;

“Jabatan Fungswnal Tertentu adalah suatu kedudukan yang

| menun_]ukkan tugas, tanggun-awab ‘wewenang dan hak seseorang

| pegawa1 negeri dalam suatu organ1sa31 yang dalam pelaksanaan tugasnya
~ didasarkan pada keahhan dan/atau ketrampﬂan tertentu serta bersifat

i mandiri dan untuk kenalkan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan
~angka kredlt - Lot
‘ ngkasan Tugas Jabatan merupakan 1khtlsar dari keseluruhan tugas

jabatan yang ‘ada dan dlsusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas

R Jabatan dirumuskan dari tugas yang palmg inti atau palmg esensi dalam

- Jabatan yang bersangkutan

Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas

‘ Jabatan yang merupakan upaya pokok yang dllakukan Pemangku Jabatan

2L

22

dalam rnernproses bahan kerja menjadi hasil kelja dengan menggunakan'

i perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap
jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5(11ma) sampai 12 (dua

belas) tugas dan setlap tugas diuraikan dengan jelas dalam rmman tugas,

' gambaran tentang apa yang dlkeljakan, mengapa harus dlkerjakan dan
| bagalmana cara mengerjakannya | ,
: Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawa1 Negen Slpll

~ ‘berdasarkanjabatannya dalam rangkalan susunan - kepegawman yang '

digunakan sebagai dasar penggajian.

Syarat jabatan adalah syarat yang harus d1penuh1 atau dimiliki oleh

 seseorang untuk menduduk1 suatu jabatan dan merupakan tuntutan' g

 kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pend1d1kan, o

kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampllan

pelatxhan, pengalaman ker_]a, dan kemampuan dari aspek p81kologls dan

kekuatan fisik.

023,
P : rnaupun honzontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung

‘Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang dlgambarkan secara vertlkal » '

Jawab _]abatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan seluruh
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kexja




24 Uralan Jab tan adalah urman tentang mformasx dan karaktenstlkkf
S ', Jabatan sepertl nama Jabatan kode Jabatan unit keqa, nngkasan tugas .
: ~ jabatan, hasﬂ kerja, bahan ker_]a,perangkat/ alat kerja, tanggung jawab,
wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan,

. ,keadaan tempat kerja, presta31 kerja upaya fisik, resiko bahaya, dan

o syarat Jabatan. ‘ ’ ‘
'MAKSUD DAN TUJUAN
. Pasal 2

. : ,‘(1})' anahsls Jabatan dlgunakan sebaga1 dasar ‘dalam penyusunan kebljakan
program ‘ pembmaan/ penataan kelembagaan, kepegawaian,
o | ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
g aparatur : Co ,
’(2)‘ v, analisis _]abatan dlgunakan ‘sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan
i . program dan keglatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap
o pemangku Jabatan sesuai hngkup tugasdan fungsmya '

BABIII
RUANG LINGKUP
‘Pasal 3

i Ruang lmgkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :
~a. analisis jabatan; ‘ ‘ |

: b ‘ anah51s beban ker_]a |
g ck." kegunaan anahsls Jabatan dan ana.hsm beban kelja, g
: -‘d.' kewenangan dan '
- :‘ke'.” .momtonng, Evalua51 dan Pengendahan
BABIV o
ANALISIS JABATAN
o Pasal 4 |

L r(l) Anahs1s Jabatan disusun sebaga1 dasar untuk memperoleh 1nforma51 g
Jabatan secara lebih tepat dan akurat. o
(2) Analisis Jabatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) disusun sebagai

dasar pengelolaan kepegawalan khususnya penataan PNS pada




Dinas Transrmgrasx dan Tenaga Kerja dalam kepentmgan kelembagaan,

| , kepegawalan, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

 pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi

BABV
ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 5

Ana11s1s Beban Kelja dlsusun sebaga1 ‘dasar untuk memperoleh jumlah

 kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur orgamsaSI Dinas

gl | Transrmgras1 dan Tenaga Kexja
@
~ dasar penempatan pegawa1 dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas

Tujuan Analisis Beban Kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagai

e \Transmlgrasx dan Tenaga Ker_]a dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

e

orgamsaSI sesuai beban kerja.

BAB VI
KEGUNAAN
Pasal 6

Anahsm J abatan dan Anah51s Beban Ker_]a dlpergunakan untuk :

S a Pcrencanaan kebutuhan PNS;

b Rekrmtmen calon PNS;

e Penempatan PNS;
~ d. Pengendalian PNS;
| " e. Pendidikan dan pelatlhan PNS;

f. Pengembangan PNS; dan

— g. Kesejahteraan PNS.
2

Kegunaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ‘sesuai kewenangannya L
dllakukan oleh :

a. Dinas Transnngra31 dan Tenaga Kerja,

| "b Badan Kepegawalan Daerah, Pendidikan dan Pelatlhan,

c ,Baglban Hukum dan Orgnisasi.




R : ~ Pasal 7
(1) Anah81s Jabatan dan Ana11313 Beban Kerja dilakukan terhadap _]abatan
' plmplnan tmggl, Jabatan adrmmstram dan Jabatan fungsional pada Dinas
. Transrmgram dan Tenaga Kerja.
: (2) Analisis Jabatan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) diolah menjadi
‘ mforma31 Jabatan mehputl : '
Nama Jabatan '
_Kode jabatan;
' Umt orgamsa31
o Kedudukan dalam struktur orgamsa31,
“,Ikhtlsar Jabatan, ‘
* Uraian tugas;
Bahan kerja; |
. Perangkat/ alat kerja,

:r*qn‘-*ﬂ'sv a p,p‘ P

.*--‘.

o Has11 kerja;

L-l"‘
.

Tanggung jawab;

A

Wewenang; -

et
.

Korelasi jabatan; }'
.L'K’ondi’si, lingkungan kerja;
: Rééiko bahaya;
‘Syarat Jabatan
Presta31 yang dlharapkan, dan

-9”*9-.6 3 B*

Butlr mformam lam v :
(3) Analisis Beban Ker_;a berupa Jumlah formasi Jabatan dan pegawal yang‘
' d1butuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja_ sesua1 dengan beban kerja Jabatan ‘

Transnugrasx dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lamplran I ‘

’ dan Lampiran II Peraturan Bupatl ini. : S
(5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagalmana |

| dlmaksud pada ayat {4) dltetapkan dengan Keputusan Kepala Dmask

| - Transmigrasi dan Tenaga Kerja setelah mendapat vahda31 dari Baglan v

~ Hukum dan Organisasi Sekretanat Daerah Kabupaten Boalemo

(4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dmas e




BAB VII
 KEWENANGAN
Pasal 8

(1) Anahsxs Jabatan dan Anah31s Beban Kerja merupakan kewenangan Dinas

Transrrngra31 dan Tenaga Kerja dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian

L Hukum dan Organisasi.

@

Pelaksanaan Anal131s Jabatan dan Ana.hsls Beban Kerja sebagalmana

o dlmaksud pada ayat (1) dapat menglkutsertakan Orgamsa31 Perangkat

T

: Daerah terkait dan / atau plhak lam

b BAB VI 0
 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
~ Pasal9 |

Bagian Hukum dan Organisasi melaksanakan momtonng terhadap;

pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Anah31s Beban Kerja

~ pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kelja secara berkala atau sewaktu-

@

waktu sesual kebutuhan. ‘ |
Evaluasi dan pegendahan kebljakan/ pengaturan anahs1s Jabatan dan ;

b anal1s1s beban kerja pegawai sebaga1 bagian dari formasi dan kedudukan

- pcnempatan pegawai dalam Jabatan pada Dinas Transmlgram dan Tenaga : :

| ‘»'VKtea dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendldlkan dan

@

Pelatihan dan Bagian Hukum dan Orgamsam
Pelaksanaan evaluasi dan pengendahan sebagaimana dlmaksud pada ayat o

2), Baglan Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Orgamsasr

b Perangkat Daerah terkait.

Anggaran pelaksanaan momtonng, evaluasi dan pengendalian

" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dlbebankan ‘
~ pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalul Dokumen

. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Baglan Hukum dan Orgamsam Sekretanat

" Daerah Kabupaten Boalemo. -




: BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
S ~ Pasal 10
’Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

- Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan

= Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

' Ditetapkan di Tilamuta

DARWIS MORIDU\\L

o Dlundangkan di Tilamuta
2019 :
AERAH KABUPATEN BOALEMO

'~;pada tanggal |&

o '(BERITA DAERAH KABUPA.TEN BOALEMO TAHUN 20 19 NOMOR ....... .b. ...... )
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TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS ngmgnﬁmﬂrmm DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOALEMO , ; SV ) L e S

UE; HASIL Pzgnmmm QDU.P.—.; DAN ANALISIS BEBAN NHEP |
PADA DINAS .—.Emz:ﬂ.gmn sz .—.ﬂ!bﬁb KERJA KABUPATEN wO.PHHgO

mmbgﬁ Nmuc._é_;z KELEBIHAN/
S ars Enm.zzm IDEAL KEKURANGA
1 , , 2 S , 3 1 4 5
KEPALA DINAS ‘ — — - —

Ivo| | | NAMA JABATAN -

1
1. Sekretaris 1
1.1 Kepala Sub Bagian Umum Dan No;niw»pb 1
~ a. Pengadministrasi Kepegawaian 1
" b. Pengadministrasi Umum 1
~c. Pengelola Barang Milik Negara 1
~ d. Pramu Kebersihan 1
e. Pengemudi , = S P 1
f. Petugas Keamanan , o o s S 1 RS |
— -
1
1
1
1
1
1
1

Nl Ll Ll Ll Rl L

1.2 Kepala Sub Bagian —uanabomugn. g—ﬁw& Dan Mo—nvo-.nn ; : 1

, a. Pengadministrasi Perencanaan & Program , o , : ;

: b. Penyusun Program >5Lm.mmwmb & m.&mvo_.ms , Lt S ) 1

1.3 Kepala Sub Bagian Nmﬂﬂbnnb L ) ; “ g EEEREEEEE N ETRT |
a. Bendahara : : : S T ; T AT |

b. Penata Laporan Keuangan

"c. Pengadministrasi Keuangan

d. m.osmoﬂmr Data »%:wmﬂ Qms vnbm&owmmb Data m&SB Nocmbmmb




Kepala Bidang Nonmuwmw_nnawnb

2,1

Kepala Seksi Hubungan Industrial & Syarat - m%wumn Nmam

a. Pengelola Data

b. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Industri

2,2

Kepala Seksi Penyiapan Lapangan Kerja & Penyaluran TK

a. Analis Bahan vobmaﬁwﬁms Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja

[Uiryy e NS o B

'b. Pengelola Bahan mQSQB@wﬁms.eobmmm Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja -

[ -3

2,3

Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
a. Analis Tenaga Kerja o

b. Pengadministrasi Pelatihan

- Kepala Bidang Penyiapan Kawasan 8 Pembangunan Permukiman eumumu:-m—.mmm

3,1

Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

"~ a.Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan

b. Analis Kawasan Transmigrasi

3,2

Kepala Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi

a.Pemeriksa Ketransmigrasian

~  b. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman

3,3

Kepala Seksi Penempatan .—,—.mumﬁmmﬂmm- & Penataan Persebaran wnnnﬂnﬁw

a. Pengawas Ketransmigrasian
b. Pengelola Data

‘Kepala Bidang Pengembangan gmmwwnmwwn eanmbmnmmu ;

Kepala Seksi Pembinaan Sosial Budaya

3,1

a.Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan

ey g e L

'b. Analis Sosial Budaya
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